[ SALINAN ]

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROPINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilaksanakan
evaluasi terhadap implementasi perencanaan Kkinerja,
pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali
Mandar;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali
Mandar.

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat SAKIP adalah merupakan integrasi
dari system perencanaa, system penganggaran dan system
pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system
akuntabilitas keuangan.

S. Evaluasi adalah Proses penilaian dan pengukuran akan
evektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai
tujuan.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), digunakan sebagai acuan
untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Instansi
Pemerintah Daerah.



Pasal 3

(1) Template Kertas Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(2) Penyimpulan interprestasi terhadap hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Inspektorat melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 5

(1) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di
lingkungannya secara berkala dan setiap tahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja
pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pasal 6

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi,
pemantauan, dan supervisi pelaksanaan evaluasi atas
implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Barita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ditetapkan di Polewali

Polewali 31 Desember 2016 pada tanggal 30 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM

LT BUPATI POLEWALI MANDAR,
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Diundangkan di Polewali
pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
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BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 71.



